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Daftar Wawancara Penelitian 

Pada bidang damkar Kabupaten Nias Utara 

 

1) Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung 

diri di bidang damkar kabupaten nias utara? 

2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat pelindung diri? 

3) Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk 

mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang damkar 

kabupaten nias utara? 

4) Apakah petugas pemadam kebakaran pernah mengalami kecelakaan kerja 

saat melaksanakan tugas? 

5) Apakah keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan di kantor 

satuan polisi pamong praja? 

6) Apakah petugas pemadam kebakaran sudah pernah mengikuti pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja? 

7) Apa yang menjadi peran atau upaya kantor dalam mewujudkan 

keselamatan dan kesehatan kerja? 

8) Lokasi mana sajakah yang sudah pernah di lakukan pemadaman  

kebakaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

LAMPIRAN 

Gambar Alat Pelindung Diri 
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Dokumentasi pra obsevasi 
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Dokumentasi wawancara 
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Dokumentasi Foto baju pemadam 

kebakaran 
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Dokementasi bersama supir 

damkar. 

Baju dan sepatu damkar 

Kab. Nias Utara 
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Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten NIas Utara 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara merupakan bagian perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan 

Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong 

Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut:  

b. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, 

penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.  

c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum.  

d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.  

e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah 

dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dan atau aparatur lainnya.  

f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan 

Keputusan Kepala Daerah.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga 

mempunyai wewenang sebagai berikut:  

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisialterhadap warga masyarakat, 

aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.  

b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat.  
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d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / 

badan hukumyang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah.  

e. Melakukan tindakan administrasif terhadap waraga masyarakat, aparatur / 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah. 

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab  

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing para pegawai sesuai 

dengan dasar kualifikasinya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  adalah: 

1. Kepala Dinas 

Tugas Pokok 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan Perda 

dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta pelindungan masyarakat ; 

Fungsi 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja mempunyai fungsi : 

2. Perumusan kebijaksanaan di bidang penegakan Perda dan Perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta pelindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta pelindungan masyarakat; 

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

di bidang penegakan produk hukum daerah; 

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
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6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

di bidang kebakaran; 

7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

di bidang pelindungan masyarakat; 

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris 

Tugas Pokok 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, urusan umum, 

kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi 

keuangan. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi : 

1. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program, 

monitoring evaluasi dan pelaporan ; 

2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, 

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan 

kehumasan serta pengaduan masyarakat ; 

3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, 

verifikasi dan akuntasi keuangan ; 

4. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Sekretaris membawah 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan 

Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan, dengan tugas 

pokoknya sebagai berikut: 
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2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok 

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi 

penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi serta pelaporan ; 

3. Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas pokok melakukan 

pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan 

kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan sarana prasarana, 

pemeliharaan sarana prasarana, hukum dan kehumasan serta 

pengaduan masyarakat. 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan 

pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan 

anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntasi keuangan. 

3. Kasubag Umum dan Keuangan  

Tugas Pokok 

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

bimbingan, pengendalian dan penyuluhan penegakan peraturan 

perundang-undangan serta melakukan penyidikan dan penyelidikan 

terhadap pelanggaran perda dan perkada. 

Fungsi 

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Produk Hukum 

Darah berfungsi : 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan produk hukum 

daerah ; 

3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama 

di bidang penegakan produk hukum daerah ; 

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, 

penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum 

daerah. 
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5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, 

pengawasan asset milik pemerintah daerah sesuai produk hukum 

daerah ; 

6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penegakan 

produk hukum daerah ; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahi 2 (dua) 

Seksi  yaitu Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, dan Seksi 

Penyelidikan dan Penyidikan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut: 

2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, 

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, 

fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama bidang pembinaan, 

pengawasan, penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat 

dan badan hukum ; 

3. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas 

pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, 

pelaksanaan dan kerjasama bidang produk hukum daerah meliputi 

pelaksanaan, pemeriksaaan, dan melakukan tindakan hukum 

terhadap masyarakat dan badan hukum baik yustisi atau non 

yustisi. 

4. Kabid Trantib 

Tugas Pokok 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat . 

Fungsi 

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat berfungsi : 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat ; 

3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional 

pengendalian, deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, 

patroli, pengamanan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan 

kerusuhan massa, pengamanan protokoler dan obyek vital ; 

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan 

operasional ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dan 

pengamanan obyek vital; 

5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional 

pengendalian dan pengamanan obyek vital ; 

6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat . 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

membawahi 2 (dua) Seksi  yaitu Seksi Operasional dan Pengendalian dan 

Seksi Pengamanan dan Pengawalan Protokoler, dengan tugas pokoknya 

sebagai berikut: 

9. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas 

pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, 

pelaksanaan operasional dan pengendalian, deteksi dan cegah dini, 

pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, 

penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 

10. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan Protokoler mempunyai 

tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, 

pelaksanaan pengawalan, pengamanan dan protokoler. 
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5. Kabid Linmas 

Tugas Pokok 

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

bimbingan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan 

penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman pelindungan 

masyarakat, bahaya dan bencana serta membina potensi masyarakat. 

Fungsi 

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelindungan 

Masyarakat berfungsi : 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan 

Masyarakat ; 

3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan 

pelindungan masyarakat ; 

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian satuan 

pelindungan masyarakat ; 

5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelindungan masyarakat ; dan 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) 

Seksi  yaituSeksi Bina Potensi Masyarakat dan Seksi Pelindungan 

Masyarakat, dengan tugas pokoknya sebagai berikut: 

7. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan 

bimbingan masyarakat ; 

8. Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan 

bimbingan serta pengendalian pelindungan masyarakat. 
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6. Kabid Kebakaran 

Tugas Pokok 

Kepala Bidang Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan kebijkan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, 

fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi 

gangguan, ancaman, pelindungan masyarakat bahaya dan bencana 

kebakaran. 

Fungsi 

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kebakaran 

berfungsi : 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelindungan 

bencana kebakaran ; 

3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan 

pelindungan bencana kebakaran ; 

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pencegahan kebakaran ; 

5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pelatihan kebakaran ; 

6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana 

kebakaran. 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Kebakaran membawahi 2 (dua) Seksi  yaitu Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian dan Seksi Pelatihan dan Pembinaan, 

dengan tugas pokoknya sebagai berikut: 

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas 

pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran. 

2. Kapala Seksi Pelatihan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan 
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pelatihan serta pembinaan petugas pemadam kebakaran dan 

masyarakat. 
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